
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1848, 2015 KEMENHAN. Akuntansi. Berbasis Akrual.
Kebijakan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan

keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

perlu adanya kebijakan akuntansi berbasis akrual.

b. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Pusat, seluruh Kementerian Negara/

Lembaga harus melaksanakan ketentuan peraturan

tersebut, karena adanya kekhususan di lingkungan

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia,

perlu diatur tersendiri.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan

Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN

AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL

INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik

spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan.

2. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut

Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertahanan.

5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
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TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk

melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

6. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset,

utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis

akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran

berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

7. Entitas adalah kesatuan unit badan atau lembaga

(satuan yang berwujud) yang menerima dan mengelola

anggaran dari pemerintah dan mempertanggung-

jawabkan anggaran tersebut.

8. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri

dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas

pelaporan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menyajikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

9. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaran/barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

10. Ekuitas adalah kepemilikan dalam bentuk nilai uang.

11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban

instansi pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

12. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi

pendapatan dan belanja, yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu

periode.

13. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO

adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya
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ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya

untuk kegiatan penyelenggaraan dalam satu periode

pelaporan.

14. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya.

15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi

Keuangan yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada

tanggal tertentu.

16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut

CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai

suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan

perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang

memadai.

17. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA

adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan

akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.

18. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu

Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut

UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat

Kotama/Wilayah yang melakukan kegiatan

penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang

berada dalam Kotama/wilayah kerjanya.

19. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu

Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut

UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat

UO/Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan

Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di

wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di

bawahnya.

20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna

Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit

akuntansi pada tingkat kementerian negara yang
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melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan

seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

21. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang,

yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah unit yang

melakukan penatausahaan BMN pada tingkat

satker/KPB.

22. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna

Barang Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPB-W,

adalah unit yang membantu melakukan penatausahakan

BMN pada tingkat Kotama/Wilayah.

23. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna

Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPB-E1,

adalah unit organisasi yang membantu melakukan

penatausahaan BMN pada tingkat UO/Eselon I.

24. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang, yang

selanjutnya disebut UAPB, adalah unit yang melakukan

penatausahaan BMN pada tingkat Kementerian.

25. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah

tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan

anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO

Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat,

UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.

26. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

satuan kerja.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual disusun berdasarkan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual merupakan pedoman bagi

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dalam menyusun

Laporan Keuangan guna meningkatkan keterbandingan Laporan
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Keuangan baik antarperiode maupun antar Entitas Pelaporan

serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur

akuntansi di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kemhan dan

TNI terdiri atas:

a. Kebijakan Pelaporan Keuangan;

b. Kebijakan Akuntansi Kas;

c. Kebijakan Akuntansi Piutang;

d. Kebijakan Akuntansi Persediaan;

e. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;

f. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek;

h. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;

i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan; dan

j. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja.

Pasal 5

Kebijakan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kebijakan Akuntansi Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Persediaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 9

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf g tercantum dalam Lampiran VII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 12

Kebijakan Akuntansi Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Kebijakan Akuntansi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf j tercantum dalam Lampiran X yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Entitas Akuntansi

Pasal 15

Entitas Akuntansi di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:
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a. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:

1. Satker selaku UAKPA;

2. Kotama/Balakpus selaku UAPPA-W;

3. UO selaku UAPPA-E1; dan

4. Kemhan selaku UAPA.

b. Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara:

1. Satker selaku UAKPB;

2. Kotama/Balakpus selaku UAPPB-W;

3. UO selaku UAPPB-E1; dan

4. Kemhan selaku UAPB.

Bagian Kedua

Entitas Pelaporan

Pasal 16

Entitas Pelaporan Keuangan tingkat Satker meliputi:

a. DIPA Petikan Satker Pusat:

1. Satker Kemhan;

2. Satker Mabes TNI;

3. Satker Mabes TNI AD;

4. Satker Mabes TNI AL; dan

5. Satker Mabes TNI AU.

b. DIPA Petikan Satker Daerah yaitu Satker yang ditetapkan

oleh PA atas usulan dari Ka UO sebagai penerima DIPA

Petikan Daerah.

Pasal 17

Entitas Pelaporan Keuangan tingkat Wilayah meliputi

Kotama/Balakpus di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 18

Entitas Pelaporan Keuangan tingkat Eselon I meliputi UO

Kemhan, UO Mabes TNI, UO Mabesad, UO Mabesal dan UO

Mabesau.
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Pasal 19

Entitas Pelaporan Keuangan tingkat Kementerian merupakan

kompilasi/gabungan Laporan Keuangan Kemhan dan TNI.

BAB IV

SISTEM PELAPORAN

Bagian Kesatu

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 20

(1) UAKPA memproses transaksi keuangan dan barang

menggunakan Sistem Aplikasi yang berlaku untuk

menghasilkan Laporan Keuangan tingkat Satker terdiri atas:

a. LRA;

b. LO;

c. LPE; dan

d. Neraca.

(2) UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK

kepada KPPN setiap bulan.

(3) UAKPA dengan kewenangan Kantor Daerah (KD)

menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK kepada

UAPPA-W setiap bulan, setiap semester I, dan setiap tahun.

(4) UAKPA dengan kewenangan Kantor Pusat (KP),

menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK kepada

UAPPA-E1 setiap bulan, setiap semester I, dan setiap tahun.

(5) Khusus Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai

dengan CaLK.

Pasal 21

(1) UAPPA-W menggabungkan Laporan Keuangan yang berasal

dari UAKPA di jajarannya menggunakan Sistem Aplikasi

yang berlaku untuk menghasilkan Laporan Keuangan

tingkat Kotama/Balakpus terdiri atas:

a. LRA;

b. LO;

c. LPE; dan

d. Neraca.
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(2) UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian

Keuangan setiap triwulan.

(3) UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK

kepada UAPPA-E1 setiap bulan, setiap semester I, dan setiap

tahun.

(4) Khusus Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai

dengan CaLK.

Pasal 22

(1) UAPPA-E1 menggabungkan Laporan Keuangan yang berasal

dari UAPPA-W yang berada di jajarannya dan Laporan

Keuangan UAKPA yang langsung berada di bawah UAPPA-E1

menggunakan Sistem Aplikasi yang berlaku untuk

menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UO terdiri atas:

a. LRA;

b. LO;

c. LPE; dan

d. Neraca.

(2) UAPPA-E1 menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK

kepada UAPA setiap bulan, semester I, dan tahun.

(3) Khusus Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai

dengan CaLK.

Pasal 23

(1) UAPA memproses penggabungan Laporan Keuangan tingkat

UAPPA-E1 menggunakan Sistem Aplikasi yang berlaku

untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kemhan dan TNI

terdiri atas:

a. LRA;

b. LO;

c. LPE; dan

d. Neraca.

(2) UAPA menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri

Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan setiap triwulan, setiap semester I,

dan setiap tahun.
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(3) Khusus Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai

dengan CaLK.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan BMN

Pasal 24

(1) UAKPB memproses transaksi BMN dalam rangka

penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan

Laporan Keuangan tingkat Satker dengan dilampirkan LBKP.

(2) UAKPB dengan kewenangan KD menyampaikan LBKP

disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi

BMN kepada UAPPB-W dan KPKNL setiap semesteran dan

setiap tahunan.

(3) UAKPB dengan kewenangan KP menyampaikan LBKP beserta

ADK transaksi BMN kepada UAPPB-E1 dan KPKNL setiap

semesteran dan setiap tahunan.

Pasal 25

(1) UAPPB-W melaksanakan proses penggabungan LBKP dalam

rangka penyusunan Laporan Barang Pembantu Pengguna

Wilayah (LBPP-W) dan dilampirkan LBPP-W.

(2) UAPPB-W menyampaikan LBPP-W disertai Catatan atas

Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-E1

dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan setiap semesteran dan setiap

tahunan.

Pasal 26

(1) UAPPB-E1 melaksanakan proses penggabungan LBPP-W

yang disampaikan oleh UAPPB-W yang berada di jajaran

kerjanya dan LBKP yang disampaikan oleh UAKPB yang

langsung berada di bawah UAPPB-E1 dalam rangka

penyusunan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1

(LBPP-E1) dilampirkan LBPP-E1.

(2) UAPPB-E1 menyampaikan LBPP-E1 disertai Catatan atas

Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPB

setiap semesteran dan setiap tahunan.
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Pasal 27

(1) UAPB melaksanakan proses penggabungan LBPP-E1 dalam

rangka penyusunan Laporan Barang Pengguna (LBP).

(2) LBP dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat Kemhan

dan TNI.

(3) UAPB menyampaikan LBP disertai Catatan atas Laporan

BMN beserta ADK transaksi BMN kepada Menteri Keuangan

dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan setiap semesteran dan setiap

tahunan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 2015

MENTERI PERTAHANAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta

pada Tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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